
 

 

 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 39 TAHUN  
TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GROBOGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa setiap anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 
harus digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah guna memajukan kesejahteraan umum; 

  b. bahwa penggunaan anggaran untuk pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan 
secara tertib, transparan dan akuntabel; 

  c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan serta guna 
menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 15 Peristiwa Setelah 
Tanggal Pelaporan,  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 tentang Perjanjian 
Konsesi Jasa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi,  
maka  Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Grobogan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu disesuaikan kembali; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Grobogan; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 tahun  1950 tentang  
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia 4355); 

SALINAN  
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  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  
Pengelolaan dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 47); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
GROBOGAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 
Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 65) sebagai 
berikut : 
1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Grobogan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi 



Pemerintah Kabupaten Grobogan diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Grobogan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Grobogan diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Grobogan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Grobogan diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

4. Setelah Lampiran III ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni 
Lampiran IV sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 
 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 26 September 2025 

     BUPATI GROBOGAN, 
 
         Cap.TTD 

 
       SETYO HADI 
 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 26 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
        KABUPATEN GROBOGAN 
 
 Cap.TTD 
 
           ANANG ARMUNANTO 
 

 

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 39 
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LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPAT1 GROBOGAN
NOMOR: 39 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATA S
PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN
2016 TENTANG KEBILIAKAN AKUNTANS1
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan keb i jakan akun tans i  ada lah  mengatu r  penyusunan d a n
penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah un tuk  tujuan umum
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran dan antar periode.

B. Ruang Lingkup

1. Untuk  mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur
seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan d a n  penyajian
laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

a) peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

b) entitas pelaporan keuangan;

c) dasar hukum pelaporan keuangan;

d) asumsi dasar;

e) karakteristik kualitatif laporan keuangan;

f) kendala informasi yang relevan dan andal;

g) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;

h)jenis laporan keuangan;

i) definisi unsur laporan keuangan;

j) pengakuan unsur laporan keuangan;

k) pengukuran unsur laporan keuangan; dan
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PENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah

daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan
Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan pemerintah daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset  d a n  kewajiban yang t imbu l
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsillasinya dengan penerapan basis kas, un tuk
entitas akuntansi/ent i tas pelaporan yang menggunakan basis
akrual pada pemerintah daerah.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab V Penutup

PEMERINTAH ICABUPATEN GROBOGAN

...(NARM SKPD)...

CATATAN ATAS LAPORAN KEIJANGAN

I GROBOGAN,

*
r -

YO HADI

pada tanggal 26 September 2025 

     BUPATI GROBOGAN, 

  Cap.TTD 
 

       SETYO HADI 
 

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
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peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban
keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak  usaha
kepada m i t r a ,  m a k a  a t a s  j u m l a h  keseluruhan pengakuan
kewajiban yang  t imbu l  diperlakukan secara terpisah u n t u k
masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan
kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang
diukur.

2) Pemberi konsesi  mencatat masing-masing bagian kewajiban
berdasarkan masing-masing skema.

Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan  Aset
Kontinjensi

a. Pemberi konses i  mencata t  kewaj iban la innya ,  komi tmen,
kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang t imbul  dani
perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi
mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

b. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, berpedoman pada
kebijakan alcuntansi mengenai  pendapatan d a n  i t ransaks i
pertukaran.

4. Penyajian dan Pengungkapan

a. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan
penyajian laporan keuangan.

b. Selumh aspek  perjanj ian konsesi  j a sa  dipertimbangkan da lam
menetapkan pengrungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan
keuangan. Informasi terkait dengan perjanjian konsesi jasa ber ikut
diungkapkan pada setiap periode pelaporan:

1) Deskripsi p e r j a n j i a n ,  k o n t r a k ,  a t a u  p e r i k a t a n  y a n g
dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;

2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang
dapat memengamhi j um lah  a t a u  n i la i ,  periode wak tu ,  d a n
kepastian al i ran kas  d i  masa depan (misalnya masa konsesi,
tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang
harga/ tarif atau negosiasi ulang);

3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dan:

i. H a k  untuk menggunakan aset yang ditentukan;



pada tanggal 26 September 2025 

     BUPATI GROBOGAN, 

  Cap.TTD 
 

       SETYO HADI 
 

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006







pada tanggal 26 September 2025 

     BUPATI GROBOGAN, 

  Cap.TTD 
 

       SETYO HADI 
 

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
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KODE REKENING ASET URAIAN
Persentase
Perbaikan

Penamba
han Masa
Manfaat
(Tahun)

1 3 4 03 05 Instalasi. Instalasi Pembangkit Listrik >0% s.d. 30% 5
>30% s.d. 45% 10

>45% s.d. 100% 15

1 3 4 03 06 Instalasi. Instalasi Gardu Listrik >0% s.d. 30% 5
>30% s.d. 45% 10

>45% s.d. 100% 15

1 3 4 03 07 Instalasi. Instalasi Pertahanan >0% s.d. 30% 1
>30% s.d. 45% 3

>45% s.d. 100% 5

1 3 4 03 08 Instalasi. Instalasi gas >0% s.d. 30% 5
>30% s.d. 45% 10

>45% s.d. 100% 15

1 3 4 03 09 Instalasi. Instalasi Pengaman >0% s.d. 30% 1
>30% s.d. 45% 2

>45% s.d. 100% 3

jaringan
1 3 4 04 01 Jaringan. jaringan air Minum >0% s.d. 30% 2

>30% s.d. 45% 7
>45% s.d. 100% 10

1 3 4 04 02 jaringan. jaringan Listrik >0% s.d. 30% 5
>30% s.d. 45% 10

>45% s.d. 100% 15

1 3 4 04 03 jaringan . jaringan Telepon >0% s.d. 30% 2
>30% s.d. 45% 5

>45% s.d. 100% 10

1 3 4 04 04 laringan. jaringan Gas >0% s.d. 30% 5
>30% s.d. 45% 10

>45% s.d. 100% 15

pada tanggal 26 September 2025 

     BUPATI GROBOGAN, 

  Cap.TTD 
 

       SETYO HADI 
 

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006


